BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penegakan Hukum atas

Pencemaran Lingkungan pada PT Sugihwaras Jaya, yang di dasarkan pada

Penelitian Hukum Normatif-Empiris melalui Studi Kepustakaan dan

Wawancara dengan Bapak Mochamad Riduwan S.H, dan Ibu Elisa Yunike A,

A.Md. Selaku Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban ,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

Bahwa ketentuan hukum yang mengatur pencemaran udara oleh korporasi
menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup beserta peraturan pelaksanaanya adalah
memiliki Kewajiban mempunyai dokumen lingkungan hidup, persetujuan
pengendalian emisi udara, pemantauan kualitas lingkungan, serta kepatuhan
terhadap baku mutu lingkungan merupakan instrumen utama dalam
mecegah terjadinya pencemaran udara. peran pemerintah daerah melalui
dinas lingkungan hidup menjadi sangat penting dalam melakukan
pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin terlaksananya
perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Bentuk penegakan hukum administratif yang dilakukan oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban terhadap pt sugihwaras jaya yang
melakukan pencemaran lingkungan dilakukan melalui mekanisme

pengawasan lingkungan hidup, pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian
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kelengkapan dan kesesuaian  dokumen lingkungan, serta evaluasi
pemenuhan baku mutu lingkungan. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan
Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, pengawasan tersebut
meliputi pengawasan  langsung, pengawasan tidak langsung, dan
pengawasan isidental. Berdasarkan hasil pengawasa tersebut, sanksi
administratif yang dijatuhkan berupa teguran tertulis, sebagai bentuk
pembinaan awal kepada perusahaan agar segera memenuhi kewajiban
administratif dan memperbaiki ketidaksesuaian dokumen lingkungan

dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

B. SARAN

Berdasarksan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan maka

penulis memberikan beberapa saran yang di harapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam upaya peningkatan efektivitas Penegakan Hukum

Lingkungan, khususnya di Kabupaten Tuban ,yaitu sebagai berikut:

1.

Penguatan Pengawasan Lingkungan oleh Pemerintah Daerah Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban perlu meningkatkan intensitas dan
kualitas pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan
Pencemaran Lingkungan. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara
administratif, tetapi juga melalui pemeriksaan lapangan dan pengujian
kualitas Lingkungan secara berkala agar potensi pencemaran dapat di
deteksi sejak dini. Penerapan Sanksi administratif yang lebih tegas dan
berjenjang dalam hal di temukan Pelanggaran Lingkungan, Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban di sarankan untuk menerapkan sanksi

administratif secara tegas, konsisten,dan berjenjang sesuai dengan tingkat
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pelanggaran.penerapan sanksi yang tegas di harapkan dapat memberikan
efek jera serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan
Lingkungan Hidup.

. Peningkatan kepatuhan korporasi terhadap dokumen lingkungan hidup PT
Sugih Waras Jaya di sarankan untuk segera menyesuaikan dokumen
lingkungan hidup sesuai dengan kapasitas produksi yang sebenarnya serta
melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara
berkelanjutan. Kepatuhan terhadap dokumen lingkungan merupakan bentuk
tanggungjawab hukum dan moral perusahaan terhadap lingkungan dan

masyarakat sekitar.
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